
PEMERINTAH KABUPATEN POSO 
 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO 

                            NOMOR   5  TAHUN  2009      
 

TENTANG 
 

BADAN  PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI POSO, 
 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penanggulangan 

bencana guna meminimalkan  dampak bencana bagi masyarakat 
untuk terwujudnya kesejahteraan umum yang berlandaskan 
Pancasila, maka perlu dibentuk satu lembaga yang khusus 
menangani dampak bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten 
Poso; 

  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 18 Ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana;  

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

 
Mengingat :  1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok  
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3014), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3851); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia Nomor   4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
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6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3547); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) 
sebagaimana telah diubah dengan   Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4018); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4737); 

10 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang  Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4741); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang  
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4828); 

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Poso  Tahun 2008 Nomor 1); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN POSO 

dan 
BUPATI POSO 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal   1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Poso. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.  
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5. Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya 
disingkat BPBD adalah Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Poso.  

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Poso. 

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri.  

8. Esselon adalah tingkatan satu satuan dalam tingkatan sistem 
organisasi yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN  
  

Pasal  2 
 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan  Penanggulangan 
Bencana Daerah. 

 
BAB III 

ORGANISASI 
 

Bagian Pertama 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

 
Pasal   3 

 
BPBD adalah unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala 
Badan yang secara teknis operasional ada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Poso. 
 
 

Pasal  4 
 

BPBD mempunyai tugas : 
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan 
setara; 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan; 

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan 
bencana; 

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap 
saat dalam kondisi darurat bencana; 

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 
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Pasal  5 

 
Untuk   melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi : 
a. Rumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif 
dan efisien; dan 

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas. 
 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

 
Pasal  6 

 
(1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas : 

a. Kepala Badan; 
b. Unsur Pengarah; 
c. Unsur Pelaksana; 
d. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Perencanaan Program; 
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan 
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

e. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi; 
1. Sub Bidang Pencegahan; dan 
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan. 

f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi : 
1. Sub Bidang Kedaruratan; dan 
2. Sub Bidang Logistik; 

g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi : 
1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan 
2. Sub Bidang Rekonstruksi. 

 h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

 
Bagian Ketiga 

Esselonisasi Jabatan 
 

Pasal  7 
 
(1) Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan 

Struktural Esselon II/b. 
(2) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Esselon III/b. 
(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Esselon III/b. 
(4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a. 
(5) Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a. 
(6) Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a. 
 

BAB  IV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 
Pasal  8 

 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi organisasi BPBD. 
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Pasal  9 
 
(1) Kelompok Jabatan Fngsional sebagaimana dimkasud dalam Pasal 

8 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional 
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Daerah 
atas usul pimpinan BPBD. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan denagn kebutuhan, beban 
kerja dan kemampuan daerah. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
BAB  V 

TATA  KERJA 
 

Pasal  10 
 
Setiap Kepala Satuan Organisasi BPBD dalam melaksanakan tugasnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal  11 
 
Setiap Kepala Satuan Organisasi BPBD dalam melaksanakan tugasnya 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara 
vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing 
maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya. 
 

Pasal  12 
 
Setiap Kepala Satuan Organisasi BPBD bertanggung jawab dalam 
memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan 
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 
 

Pasal  13 
 
(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi BPBD wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. 

(2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimkasud pada ayat (1) 
tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi 
BPBD dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan 
penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk 
memberikan petunjuk kepada bawahan. 

 
 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

 
Pasal  14 

 
Pejabat struktural dan pejabat fungsional pada BPBD diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan. 
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BAB  VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal  15 

 
Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi BPBD 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal   16 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Poso. 
 
 
 

 Ditetapkan di  Poso 
pada tanggal    14  Agustus 2009 
 

BUPATI  POSO, 
 

ttd 
 

PIET INKIRIWANG 
 
 

 
Diundangkan di Poso 
pada tanggal  19  Agustus  2009 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2009 NOMOR 5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABYPATEN POSO 
NOMOR      TAHUN 2009 

TENTANG 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

 
 
I. UMUM 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal  1 
  Cukup jelas 
 
Pasal 2 
  Cukup jelas 
 
Pasal  3 
  Cukup jelas 
 
Pasal  4 
  Cukup Jelas 
 
Pasal 5 
  Cukup jelas 
 
Pasal 6  
  Cukup jelas 
 
Pasal 7  
  Cukup jelas 
 
Pasal 8  
  Cukup jelas 
 
Pasal  9 
  Cukup jelas 
 
Pasal 10 
  Cukup jelas 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2009 NOMOR .. 
 
 
 


